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PUTUSAN
Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.Smg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 3374154208740001 tempat dan tanggal Lahir Semarang, 02 Agustus
1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai
Penggugat;

Lawan

XXX, NIK 3374150108700006 tempat dan tanggal Lahir Pemalang, 01 Agustus
1970, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang,
tempat tinggal di , Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2023
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan
Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 8 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 21 tahun yang

beralamatkan DI Kota Semarang, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
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3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya
suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXX,
NIK. XXX, lahir di Semarang, 18 Mei 2000, sudah bekerja;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada
Penggugat;

b. Tergugat mempunyai emosional yang tinggi sehingga Tergugat
sering melontarkan kata yang tidak baik dengan nada yang tinggi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

Desember tahun 2020 dimana Tergugat ingin menggandaikan BPKB motor

anak yang dibelikan kakeknya, sehingga mengakibatkan Pengugat dan

Tergugat tidak tinggal lagi bersama selama 2 tahun 9 bulan karena Tergugat

pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan keinginannya

sendiri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini, selanjuthnya memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXX) terhadap

Penggugat (XXX);
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3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagaimana laporan
mediator tanggal 14 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya mengakui seluruh alasan dan dalil gugatan
Penggugat dan menyatakan tidak keberatan cerai karena rumah tangganya
sudah tidak dapat disatukan lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun
9 bulan ;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan Replik dan untuk menguatkan
dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti
berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXX,
tertanggal 04 November 2012, yang telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh
Kepala KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 08
Agustus 1999, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat
aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
B. Saksi:
1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
pensiunan, bertempat tinggal di Pemalang, setelah mengangkat sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
XXX umur 23 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
e Bahwa sejak Januari tahun 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang
memberikan nafkah kepada Penggugat ;
¢ Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
sampai sekarang selama 2 tahun lebih;
e Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah rukun kembali;
e Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil
2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa saksi teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di
di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. XXX dalam
asuhan Penggugat;
e Bahwa sejak Desember tahun 2020 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;
e Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
e Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada
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Penggugat dan Tergugat mempunyai emosional yang tinggi
melontarkan kata yang tidak baik dengan nada yang tinggi;
e Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada
pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan
menyatakan dalam keadaan Suci demikian Tergugat menyampaikan
kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan mohon
agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya
telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut

yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. namun berdasarkan laporan
mediator tanggal 14 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian
dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat

adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan
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pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.0 pasal 19
huruf (f) Perturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak Januari tahun 2015 antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat
dan Tergugat mempunyai emosional yang tinggi sehingga Tergugat sering
melontarkan kata yang tidak baik dengan nada yang tinggi dan sejak
Desember tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal
yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Semarang telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan
Penggugat;
Fakta Yang Tidak Dibantah

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal 08 Agustus 1999 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah

hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak bernama XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya

tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa sejak Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang

memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat

mempunyai emosional yang tinggi sehingga Tergugat sering melontarkan

kata yang tidak baik dengan nada yang tinggi;

- Bahwa sejak Desember tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat

telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Semarang sudah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan dan sejak
pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali;
Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal
tersebut di atas;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama

(XXX dan XXX) sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas
Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa
Penggugat (RISMA PRIMA ANDINI) bertempat tinggal di Jalan Kapri Barat Il
No. 7, RT.006 RW.010, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang maka Penggugat mempunyai legal standing en yudicio untuk
berperkara di Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa
Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 08 Agustus 1999 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kwalitas persona standi
en yudicio sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171
dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak Januari tahun 2015 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Tergugat mempunyai emosional yang tinggi sehingga Tergugat sering
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melontarkan kata yang tidak baik dengan nada yang tinggi dan sejak Desember
tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat
tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara
ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah
berlangsung selama 2 tahun 9 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut
keduanya tidak pernah rukun kembali;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 08 Agustus 1999 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengabh;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa sejak Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak Desember tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Semarang sudah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan dan sejak
pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan dan sejak
itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup
dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
benar-benar telah pecah (break down marriage);
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Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah,
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya
mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka

perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;
Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang

sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam

Fighus Sunnah Juz Il, halaman 290 yang berbunyi:
S8l ol dam gl dinn uoladl 53 g s cais 1508

Login 2XoYl o8 wuolall jxeg JB ol Wl 7o )]

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti
dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah
tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan
talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan
yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan
perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka
menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan,
karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa
justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan
Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal
ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa
penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,
tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (vide Yurisprudensi Mahkamah
Agung Rl Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 );

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus
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terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi
dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat
dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;
Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh
Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
Biaya perkara
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu
tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal
1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin,
M.H. dan Drs. H. Munadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Fauziyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Jazilin, M.H. Drs. H. Munadi, M.H.
Panitera Pengganti

Fauziyah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses ' Rp 75.000,00
2. Panggilan ' Rp 240.000,00
3. PNBP :Rp 60.000,00
4. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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